
 

 
S A L I N A N 

 

 

 

B U P A T I  T A N A H   L A U T 

 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT 

NOMOR 17 TAHUN 2020 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  

NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA 

KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 

K.H. MANSYUR PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH LAUT 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TANAH LAUT, 

 

Menimbang  : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (4) 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 

2016 tentang Perangkat Daerah, perlu melakukan 

Perubahan Atas peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 21 

Tahun 2109 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata 

Kerja Unit  Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum 

Daerah K.H. Mansyur pada Dinas Kesehatan Kabupaten 

Tanah Laut; 
 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah 

Laut Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan, 

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Rumah Sakit Umum Daerah K.H. Mansyur pada Dinas 

Kesehatan Kabupaten Tanah Laut; 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 

Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 

51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 

27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang 

Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 
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Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 

Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5072); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);  

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

6. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia 

Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 

2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun  2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 
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9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang 

Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); 

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 

tentang Kalsifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang 

Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 

2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Tanah Laut Nomor 25); 

13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 67 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten 

Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 

2016 Nomor 67); 

 

M E M U T U S K A N  : 

 

Menetapkan  :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 21 TAHUN 2019 

TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA 

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM 

DAERAH K.H. MANSYUR PADA DINAS KESEHATAN 

KABUPATEN TANAH LAUT. 

 

Pasal I 

 

Ketentuan Bab VI Jabatan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pasal 15 Ayat 

(1) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan, 

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum 

Daerah K.H. Mansyur pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut (Berita 

Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 21) diubah, sehingga Pasal 

15 berbunyi sebagai berikut : 

 

BAB VI 

JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN 

 

Pasal 15 

 

(1) Direktur adalah Jabatan Struktural Esselon III/b atau Pejabat 

Administrator. 
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(2) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan 

Struktural Eselon IV/a atau jabatan pengawas. 

(3) Pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan pejabat struktural dan 

non struktural (jabatan administrasi) dan jabatan fungsional 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Tanah Laut. 

 

 

Ditetapkan di Pelaihari 

pada tanggal 26 Februari 2020 

 

 BUPATI TANAH LAUT, 

 

Ttd 

 

H. SUKAMTA 

 

Diundangkan di Pelaihari 

pada tanggal 26 Februari 2020 

 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TANAH LAUT, 

 

Ttd 

 

H. DAHNIAL KIFLI 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2019 NOMOR 17 


